
- 335 - 

 

b. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan 

pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam 

Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD. 

c. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada 

pihak lain yang terkait dengan:  

1) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau 

2) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. 

d. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita 

acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum 

dilakukan pembayaran. 

e. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran 

sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD 

Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan 

dianggarkan pada SKPD berkenaan. 

f. Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum 

lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD 

tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan 

dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.  

g. Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran 

sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada 

tentang penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya untuk 

selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD tahun 

anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran 

bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun 

anggaran berikutnya. 

 

F. PENDANAAN KEADAAN DARURAT 

Mengacu pada Pasal 166 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait pendanaan 

keadaan darurat sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum 
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a. Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai 

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum 

tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD. 

b. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat 

termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD 

atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan 

APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan 

realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perkada 

perubahan penjabaran APBD. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk 

mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi 

kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak 

memedomani pengaturan dalam belanja tidak terduga sebagaimana 

tercantum dalam BAB III.D.4. 

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen pendanaan keadaan darurat antara lain 

sebagai berikut: 

 

 

No. Jenis Kebutuhan Satuan Perkiraan kebutuhan Dana (Rp)

1.

2.

3.

4.

5.

Tempat, tanggal

KEPALA SKPD

NAMA

NIP.

Total

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

KEADAAN DARURAT

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………………
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No SKPD Rencana kebutuhan Jumlah (Rp)

1.

2.

3.

4.

5.

BENDAHARA UMUM DAERAH

NAMA

NIP.

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Tempat, ……………..

SKPD        :

Volume Satuan

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... 

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran 

No
Capaian Output

Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi 

(Rp)

Penyerapan 

(%)

NAMA

NIP

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

KEPALA SKPD
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G. PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA 

1. Ketentuan Umum 

Mengacu pada Pasal 167 dan Pasal 168 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan 

terkait pendanaan keadaan luar biasa sebagai berikut: 

a. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

b. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan 

estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD 

mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima 

puluh persen). 

c. Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa 

diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi 

penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima 

puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru 

dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program, kegiatan 

dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

No SKPD Penggunaan Jumlah (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp)

Persentase 

Realisasi 

(%)

1.

2.

3.

4.

5.

NIP.

REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BENDAHARA UMUM DAERAH

NAMA

Tempat, ……………..
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a. Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu 

dalam RKA-SKPD. 

b. Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target kinerja 

program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu 

dalam perubahan DPA-SKPD. 

c. RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar 

penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD. 

d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi 

penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% 

(lima puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau 

pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub 

kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. 

e. Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja 

program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu 

dalam perubahan DPA-SKPD. 

f. Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan 

rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD. 

 

H. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD 

1. Ketentuan Umum 

Mengacu pada Pasal 169 sampai dengan Pasal 176 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat 

ketentuan terkait penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagai berikut: 

a. Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS; 

1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS 

disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama 

bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk 

dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan 

DPRD. 

2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS dituangkan ke dalam nota 

kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan 

perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala 
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daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan 

paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun 

anggaran berkenaan. 

3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati 

kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi 

perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.  

4) Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala 

daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani 

kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota 

kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan 

perubahan PPAS. 

6) Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara, kepala 

daerah mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk 

menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan 

perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan 

terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan 

perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan 

perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS. 

7) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan 

tetap atau sementara, pejabat pengganti kepala daerah 

menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan 

perubahan PPAS kepada DPRD, sedangkan penandatanganan 

kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota 

kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan 

perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana 

tugas/penjabat/penjabat sementara kepala daerah. 

8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara 

dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan 

DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan 
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perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta 

menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota 

kesepakatan perubahan PPAS. 

b. penyusunan perubahan RKA SKPD; 

1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati 

Kepala Daerah Bersama DPRD menjadi pedoman perangkat 

daerah dalam menyusunan RKA SKPD. 

2) Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, kepala 

daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman 

penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala 

SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD. 

3) Surat edaran kepala daerah paling sedikit memuat: 

a) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan 

dan sub kegiatan yang terkait; 

b) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, 

kegiatan dan sub kegiatan SKPD; 

c) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan 

Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan 

d) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, 

perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-

SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar 

belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman 

penyusunan APBD. 

4) Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan 

RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling 

lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 

5) Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada 

perangkat daerah disertai dengan: 

a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru; 

b) kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah; 

c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan 

DPA-SKPD kepada PPKD; dan/atau 

d) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening 

perubahan APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan 

DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga 

satuan dan RKBMD serta dokumen lain yang dibutuhkan. 
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6) Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan 

Agustus tahun anggaran berkenaan. 

7) Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan 

perubahan KUA dan perubahan PPAS serta pedoman 

penyusunan perubahan RKA-SKPD 

8) Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai 

bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam 

Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang 

ditetapkan setiap tahun. 

9) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD berlaku 

secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-SKPD 

pada perubahan APBD. 

c. RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru 

yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun 

oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk 

diverifikasi. 

d. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara 

perubahan RKA-SKPD dengan: 

1) perubahan KUA dan perubahan PPAS; 

2) prakiraan maju yang telah disetujui; 

3) dokumen perencanaan Iainnya; 

4) capaian Kinerja; 

5) indikator Kinerja; 

6) analisis standar belanja; 

7) standar harga satuan; 

8) standar kebutuhan BMD; 

9) RKBMD; 

10) Standar Pelayanan Minimal; dan  

11) program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD. 

e. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala 

SKPD melakukan penyempurnaan. 

f. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat 

pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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g. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan 

dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang 

telah disempurnakan oleh kepala SKPD. 

h. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran 

sebagai berikut: 

1) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

2) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut 

urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

3) rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, 

kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang 

disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: 

a) rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut 

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, 

kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator; 

b) rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan 

dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi 

dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

c) rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

d) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 

Perubahan APBD; 

e) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; 

f) sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 

Prioritas Daerah. 

5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada 

Perda Perubahan APBD antara lain: 

a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

b) daftar piutang daerah; 

c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah 

lainnya; 

d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah dan aset lain-lain; 

e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years); 

f) daftar dana cadangan; 
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g) daftar pinjaman daerah. 

i. Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan 

Perkada tentang penjabaran perubahan APBD. 

j. Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD memuat 

lampiran sebagai berikut: 

1) ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi 

menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub 

rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

2) perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian 

objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

3) rekapitulasi dan sinkronisasi perkada perubahan penjabaran 

APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara 

lain: 

a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

hibah; 

b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

bantuan sosial; 

c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

belanja bagi hasil; 

e) rincian dana otonomi khusus menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan 

sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

f) rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan 

Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

g) sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ 

kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam 

rancangan Perda tentang perubahan APBD dan 
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rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD 

dengan program prioritas perbatasan Negara. 

4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada 

Perkada perubahan penjabaran APBD. 

k. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 

rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD disertai 

penjelasan. 

l. Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar 

hukum pendapatan. 

m. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, 

lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau 

sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub 

kegiatan. 

n. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar 

hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok 

penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan 

untuk kelompok pengeluaran pembiayaan. 

o. Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh 

PPKD disampaikan kepada kepala daerah. 

p. penyusunan perubahan DPA SKPD, meliputi: 

1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau 

pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan 

sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 

2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja 

program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam 

perubahan DPA-SKPD. 

3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja, 

kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun 

setelah perubahan. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

Bagian I: Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  

a. Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD 

dengan langkah sebagai berikut: 
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1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA 

menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran 

yang terdapat dalam perubahan RKPD; 

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS 

menggunakan data dan informasi terkait program prioritas 

beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang 

bersumber dari perubahan RKPD. 

b. Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS kepada DPRD. 

c. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan 

perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan 

tersebut mengacu pada muatan rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS. 

d. Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama 

berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS. 

e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan 

perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang 

ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan 

DPRD. 

Bagian II: penyusunan perubahan RKA SKPD; 

a. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah 

disepakati bersama Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, TAPD 

menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman 

Penyusunan Perubahan RKA-SKPD. 

b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman 

Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Kepala Daerah untuk 

diotorisasi. 

c. Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman 

Penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD 

dalam menyusun perubahan RKA-SKPD. 

d. Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan 

perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE KDH tentang 

Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD. 
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e. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada PPKD 

sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan 

APBD. 

Bagian III: penyusunan perubahan APBD 

a. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD yang akan 

dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh 

SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. 

b. PPKD melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD yang telah 

disusun oleh Kepala SKPD. 

c. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD 

untuk melakukan penyempurnaan. 

d. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan 

dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD yang 

telah disempurnakan oleh kepala SKPD. 

e. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

kepada Kepala Daerah. 

Bagian IV: penyusunan perubahan DPA SKPD; 

Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD mencakup perubahan 

berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja 

program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen perubahan APBD menyajikan informasi yang 

bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman 

penyusunan APBD. 

Ilustrasi dokumen perubahan APBD disajikan sebagai berikut: 

a. Perubahan KUA  

b. Perubahan PPAS  

c. Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  

d. Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD  

e. Perubahan DPA-SKPD  

f. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta 

lampiran  

g. Rancangan Perda tentang perubahan APBD  

h. Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD beserta 

lampiran  

i. Rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD  
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a. Perubahan KUA  

 

 

I.

1.1.

1.2.

1.3.

II.

2.1.

2.2.

III.

3.1.

3.2.

IV.

4.1.

4.2.

V.

5.1.

5.2.

VI.

6.1.

6.2.

VII.

VIII.

Nama Nama

PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan

Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi

pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD

Tahun Anggaran berkenaan.

………….Tanggal,……………..

Pimpinan DPRD Gubernur/Bupati/Walikota…..

Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan 

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah

Arah kebijakan keuangan daerah

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan 

Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Tujuan penyusunan Perubahan KUA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…….

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH (PERUBAHAN KUA)

TAHUN ANGGARAN ….

PENDAHULUAN

Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
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b. Perubahan PPAS 

 

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Pimpinan DPRD Gubernur/Bupati/Walikota…..

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…….

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN ….

PENDAHULUAN

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Nama Nama

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA

.... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun

Rancangan Perubahan APBD TA ..... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-

kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS

………….Tanggal,……………..
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KODE

SEBELUM 

PERUBAHA

N

SETELAH 

PERUBAHAN

BERTAMBAH 

/ 

BERKURANG

DASAR 

HUKUM

4.

4.1.

4.1.01.

4.1.02.

4.1.03.

4.1.04.

4.2.

4.2.01.

4.2.02.

4.3.

4.3.01.

4.3.02.

4.3.03.

Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

Lain-Lain PAD Yang Sah

PENDAPATAN TRANSFER

TABEL 2.1

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Transfer Antar 

LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH

Pendapatan Hibah

Dana Darurat

Lain-Lain Pendapatan Sesuai 

dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan

Pendapatan Transfer 

TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ...

JENIS PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Sebelum 

Perubahan

Setelah 

Perubahan

1 2 3 4 5 6 7

1.

Urusan/ 

Dinas/Badan/K

antor yang

mengalami 

perubahan 

2. Dst ...

Urusan/SKPDNo.

Plafon Anggaran

Ket
Bertambah/ Berkurang

TABEL 3.1

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD
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(Rp) (Rp) (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8

x.xx.xx Program ...

x.xx.xx.x.xx Kegiatan ...

x.xx.xx.x.xx.x Sub Kegiatan ...

x.xx.xx.x.xx.x Sub Kegiatan ...

x.xx.xx.x.xx.x Dst ...

x.xx.xx.x.xx Dst ...

x.xx.xx Dst ...

Urusan     :  x.xx          ...

Organisasi:  x-xx.x-xx.x-xx.xx ...

KODE

PROGRAM/ 

KEGIATAN/ SUB 

KEGIATAN

SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARAN

SEBELUM 

PERUBAHAN

SETELAH 

PERUBAHAN

BERTAMBAH/ 

BERKURANG

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan Tahun Anggaran 2021

TABEL 3.2

SEBELUM 

PERUBAHAN

SETELAH 

PERUBAHAN

(Rp) (Rp) (Rp) %

1 Belanja Pegawai

2 Belanja Barang dan Jasa

3 Belanja Bunga

4 Belanja Subsidi

5 Belanja Hibah

6 Belanja Bantuan Sosial

7 Belanja Modal

a.   Belanja Modal Tanah

b.   Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin

c.    Belanja Modal Gedung 

dan Bangunan

d.   Belanja Modal Jalan, 

Jaringan, dan Irigasi;

e.    Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya;

f.     Belanja Modal Aset Tidak 

Berwujud;

8 Belanja Tidak Terduga 

9 Belanja Bagi Hasil 

10 Belanja Bantuan Keuangan

TOTAL

TABEL 3.3

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan 

Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, 

Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran ….

NO. URAIAN

PERUBAHAN 

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERTAMBAH/ 

BERKURANG
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1. :

:

:

2 a. Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :
b. Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :
c. Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

d. Dst………….

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…….

NOTA KESEPAKATAN 

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…….

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Alamat Kantor ...........................................................

NOMOR……….
TANGGAL……..

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN ….

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ...........................................................

Jabatan Gubernur/Bupati/Wali Kota.................

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum

APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon

anggaran sementara APBD TA ....

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota *)............

...........................................................

Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............

...........................................................

...........................................................

Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............

...........................................................

...........................................................

Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............

...........................................................

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*)......

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan

umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun

Anggaran ..., perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan

daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA ....
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Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA …. disusun dalam Lampiran

yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ….

………….Tanggal,……………..

Gubernur/Bupati/Walikota…..
Pimpinan DPRD

Provinsi/kabupaten/Kota……

Selaku, Selaku, 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Nama Nama

KETUA

Nama

WAKIL KETUA

Nama

WAKIL KETUA
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1. :

:

:

2 a. Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :
b. Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :
c. Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NOTA KESEPAKATAN 

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…….

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…….

NOMOR……….
TANGGAL……..

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN ….

Nama ...........................................................

Jabatan Gubernur/Bupati/Wali Kota.................

Alamat Kantor ...........................................................

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan

Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA …

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota *)............
...........................................................

Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............

...........................................................

...........................................................

Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............

...........................................................

...........................................................

Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............

...........................................................
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*)......

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA …, para pihak

sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi

rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA …, Perubahan

Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TA 

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran

... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
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Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... .

………….Tanggal,……………..

Gubernur/Bupati/Walikota…..
Pimpinan DPRD

Provinsi/kabupaten/Kota……

Selaku, Selaku, 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Nama Nama

KETUA

Nama

WAKIL KETUA

Nama

WAKIL KETUA
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Sebelum 

Perubahan

Setelah 

Perubahan

Sebelum 

Perubahan

Setelah 

Perubahan

1 2 3 4 5 6

4 Pendapatan

4.1 Pendapatan Asli Daerah

4.1.1 Pajak Daerah

4.1.2 Retribusi Daerah

4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan
4.1.4 Lain-lain PAD yang sah

4.2 Pendapatan Transfer

4.2.1
Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat

4.2.2
Pendapatan Transfer Antar 

Daerah

4.3
Lain-lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah
4.3.1 Pendapatan Hibah

4.3.2 Dana Darurat

4.3.3

Lain-lain Pendapatan Sesuai 

dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah Pendapatan

5 Belanja

5.1 Belanja Operasi

5.1.1 Belanja pegawai

5.1.2 Belanja barang dan jasa

5.1.3 Belanja bunga

5.1.4 Belanja subsidi

5.1.5 Belanja hibah

5.1.6 Belanja bantuan sosial

5.2 Belanja Modal

5.2.1 Belanja modal tanah

5.2.2
Belanja modal peralatan dan 

mesin

5.2.3
Belanja modal gedung dan 

bangunan

5.2.4
Belanja modal jalan, 

jaringan, dan irigasi

5.2.5
Belanja modal aset tetap 

lainnya

5.2.6
Belanja modal aset tidak 

berwujud

Kode Uraian

Jumlah

(Rp)
Bertambah/Berkurang

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...….

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS 

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ….
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5.3 Belanja Tidak Terduga

5.3.1 Belanja tidak terduga

5.4 Belanja Transfer

5.4.1 Belanja bagi hasil

5.4.2 Belanja bantuan keuangan

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

6 Pembiayaan Daerah

6.1 Penerimaan Pembiayaan

6.1.1 SilPA

6.1.2 Pencairan dana cadangan

6.1.3
Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan

6.1.4 Penerimaan pinjaman daerah

6.1.5
Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman daerah

6.1.6

Penerimaan pembiayaan 

lainnya sesuai dengan 

ketentuan perundang-

undangan

Jumlah Penerimaan 

Pembiayaan

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

6.2.1 Pembentukan dana cadangan

6.2.2 Penyertaan modal daerah

6.2.3
Pembayaran cicilan pokok 

utang yang jatuh tempo

6.2.4 Pemberian pinjaman daerah

6.2.5

Pengeluaran pembiayaan 

lainnya sesuai dengan 

ketentuan perundang-

undangan

Jumlah Pengeluaran 

Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan 

anggaran tahun berkenaan 

(SILPA)

………,tanggal………

Gubernur/Bupati/Walikota

Nama 

NIP: ………. 
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Belanja 

Operasi

Belanja 

Modal

Belanja 

Tidak 

Terduga

Belanja 

Transfer

Jumlah 

Belanja

Belanja 

Operasi

Belanja 

Modal

Belanja 

Tidak 

Terduga

Belanja 

Transfer

 Jumlah  

Belanja

Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

YANG BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR

1 1 PENDIDIKAN

1 1
x-x.x-x.x-

x.xx
Dinas/Badan/Kantor ...

1 1
x-x.x-x.x-

x.xx
Dst …

1 2 KESEHATAN

1 2
x-x.x-x.x-

x.xx

Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit 

...

1 2
x-x.x-x.x-

x.xx
Dst …

1 x Dst …

1 x
x-x.x-x.x-

x.xx
Dst …

1 x
x-x.x-x.x-

x.xx
Dst …

2

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR

2 7 TENAGA KERJA

2 7
x-x.x-x.x-

x.xx
Dinas/Badan/Kantor ...

2 7
x-x.x-x.x-

x.xx
Dst …

Sebelum Perubahan

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) …

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN

Sebelum Perubahan

Belanja

Bertambah/ 

(Berkurang)

1

Kode Urusan Pemerintah Daerah

Pendapatan

sebelum 

perubahan

setelah 

perubahan

Bertambah/ 

(Berkurang)
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2 8
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK

2 8
x-x.x-x.x-

x.xx
Dinas/Badan/Kantor ...

2 8
x-x.x-x.x-

x.xx
Dst …

2 x Dst …

2 x
x-x.x-x.x-

x.xx
Dst …

2 x
x-x.x-x.x-

x.xx
Dst …

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN

3 25
x-x.x-x.x-

x.xx
Dinas/Badan/Kantor ...

3 25
x-x.x-x.x-

x.xx
Dst …

3 26 PARIWISATA

3 26
x-x.x-x.x-

x.xx
Dinas/Badan/Kantor ...

3 26
x-x.x-x.x-

x.xx
Dst …

3 27 Dst …

3 27
x-x.x-x.x-

x.xx
Dst …

3 27
x-x.x-x.x-

x.xx
Dst …

4
UNSUR PENDUKUNG URUSAN 

PEMERINTAHAN

4 1 SEKRETARIAT DAERAH

4 1
x-x.x-x.x-

x.xx
Sekretariat Daerah

4 2 SEKRETARIAT DPRD

4 2
x-x.x-x.x-

x.xx
Sekretariat DPRD
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5
UNSUR PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN

5 1 PERENCANAAN

5 1
x-x.x-x.x-

x.xx
Dinas/Badan/Kantor ...

5 1
x-x.x-x.x-

x.xx
Dst …

5 2 KEUANGAN

5 2
x-x.x-x.x-

x.xx
Dinas/Badan/Kantor ...

5 2
x-x.x-x.x-

x.xx
Dst …

5 x Dst …

5 3
x-x.x-x.x-

x.xx
Dst …

5 3
x-x.x-x.x-

x.xx
Dst …

x Dst …

x x dst..

x x
x-x.x-x.x-

x.xx
dst

SURPLUS/ (DEFISIT)

Jumlah



- 361 - 

 

 

Sebelum 

Perubahan 

Setelah 

Perubahan
(Rp) %

4.x.xx Pendapatan

4.x.xx Pendapatan Asli Daerah

4.x.xx Pajak Daerah

4.x.xx Retribusi Daerah

4.x.xx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan

4.x.xx Lain-lain PAD Yang Sah

4.x.xx Pendapatan Transfer

4.x.xx Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

4.x.xx Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.x.xx Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4.x.xx Pendapatan Hibah

4.x.xx Dana Darurat

4.x.xx
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ….....

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, 

SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN

JUMLAH 
Bertambah

/Berkuran DASAR 

HUKUM
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Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan

Organisasi 

Unit Organisasi

Program

Indikator Hasil

Kegiatan…1)

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan …1)

Indikator Keluaran

Sebelum 

Perubahan 

Setelah 

Perubahan
(Rp) %

5.x.xx Belanja

5.x.xx Belanja Operasi

5.x.xx Belanja Pegawai

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa

5.x.xx Belanja Bunga

5.x.xx Belanja Subsidi

5.x.xx Belanja Hibah

5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.xx Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung

: x.xx.xx

:………

: x.xx.xx

:………

: x

: x.xx.xx

: x.xx.xx

: x.xx.xx

: x.xx.xx

:………

BELANJA DAERAH

JUMLAH 

Bertambah

/Berkuran

g
DASAR 

HUKUM
KODE REKENING URAIAN
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5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi

5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan …2)

Indikator Keluaran

Sebelum 

Perubahan 

Setelah 

Perubahan
(Rp) %

5.x.xx Belanja

5.x.xx Belanja Operasi

5.x.xx Belanja Pegawai

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa

5.x.xx Belanja Bunga

5.x.xx Belanja Subsidi

5.x.xx Belanja Hibah

5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.xx Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin

:………

: x.xx.xx

Bertambah

/Berkuran

g
DASAR 

HUKUM
KODE REKENING URAIAN

JUMLAH 
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5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi

5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Kegiatan….2)

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan…1)

Indikator Keluaran

Sebelum 

Perubahan 

Setelah 

Perubahan
(Rp) %

5.x.xx Belanja

5.x.xx Belanja Operasi

5.x.xx Belanja Pegawai

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa

5.x.xx Belanja Bunga

5.x.xx Belanja Subsidi

5.x.xx Belanja Hibah

5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

: x.xx.xx

:………

: x.xx.xx

:………

KODE REKENING URAIAN

JUMLAH 

Bertambah

/Berkuran

g
DASAR 

HUKUM
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5.x.xx Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi

5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan…2)

Indikator Keluaran

Sebelum 

Perubahan 

Setelah 

Perubahan
(Rp) %

5.x.xx Belanja

5.x.xx Belanja Operasi

5.x.xx Belanja Pegawai

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa

5.x.xx Belanja Bunga

5.x.xx Belanja Subsidi

5.x.xx Belanja Hibah

5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

: x.xx.xx

:………

KODE REKENING URAIAN

JUMLAH 

Bertambah

/Berkuran

g
DASAR 

HUKUM
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5.x.xx Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi

5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Gubernur/Bupati/Walikota

Nama 

NIP: ………. 

………,tanggal………
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I. PENETAPAN PERUBAHAN APBD 

1. Ketentuan Umum 

Berdasarkan Pasal 177 dan Pasal 178 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019, ketentuan umum terkait penetapan perubahan APBD 

adalah sebagai berikut: 

a. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang 

perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen 

pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan 

bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun 

anggaran berkenaan. 

b. Proses pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan 

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.  

c. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah 

menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan 

perubahan PPAS. 

e. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD, 

DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam 

pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah. 

f. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

dituangkan dalam persetujuan bersama antara kepala daerah dan 

DPRD. 

g. Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD 

ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang 

perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung 

kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh 

persetujuan bersama. 
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b. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan 

Perda tentang perubahan APBD dengan berpedoman kepada 

perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.  

c. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh 

Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. 

 

J. PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD 

1. Ketentuan Umum 

Berdasarkan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

ketentuan umum terkait persetujuan rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD adalah sebagai berikut: 

a. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang 

perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah 

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan 

berakhir. 

b. Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan 

bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang 

telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan. 

c. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan 

setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Kepala Daerah dan DPRD melakukan persetujuan Bersama 

berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang 

perubahan APBD. 

b. Kepala Daerah menetapkan Perda tentang perubahan APBD setelah 

ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD tahun sebelumnya.  

c. Jika persetujuan bersama dalam pembahasan rancangan Perda 

tentang perubahan APBD tidak tercapai sampai batas waktu yang 

ditentukan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah 

dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan 
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K. EVALUASI RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN 

PERKADA PENJABARAN PERUBAHAN APBD 

1. Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD Dan Rancangan Perkada 

Penjabaran Perubahan APBD Provinsi 

a. Ketentuan Umum 

Mengacu pada Pasal 180, Pasal 183, dan Pasal 184 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat 

evaluasi Raperda provinsi tentang perubahan APBD dan Raperkada 

tentang penjabaran perubahan APBD sebagai berikut:  

1) Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD yang telah 

disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD dan 

rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD 

disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung 

sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang 

perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh 

gubernur. 

2) Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan 

rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disertai 

dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS 

yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD. 

3) Dalam melakukan evaluasi Menteri berkoordinasi dengan menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan. 

4) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda 

provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada 

provinsi tentang penjabaran perubahan APBD dengan: 

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

b) kepentingan umum; 

c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan 

d) RPJMD. 

5) Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program 

dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang 

RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam 

menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, 

KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda 

tentang APBD dengan KUA dan PPAS. 
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6) Pengujian kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD 

dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD 

dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal 

yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi: 

a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; 

b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 

c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; 

d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat;  

e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, 

antar-golongan, dan gender; 

f) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Menteri; 

g) Keputusan Menteri disampaikan kepada gubernur paling 

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda 

provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada 

tentang penjabaran perubahan APBD diterima; 

h) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan Menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda 

provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada 

tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur menetapkan 

rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan Menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda 

provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada 

tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD 

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak hasil evaluasi diterima; 
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j) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur 

dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda 

provinsi tentang perubahan APBD menjadi Perda dan 

rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD 

menjadi Perkada, Menteri mengusulkan kepada menteri yang 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 

untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana 

Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

k) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah 

melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan 

anggaran; 

l) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan 

pimpinan DPRD; 

m) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda 

tentang perubahan APBD; 

n) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang 

paripurna berikutnya; 

o) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri 

untuk perubahan APBD provinsi paling lambat 3 (tiga) hari 

setelah keputusan tersebut ditetapkan; 

p) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau 

sementara dalam waktu yang bersamaan, yang 

melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD 

menandatangani keputusan pimpinan DPRD; 

q) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan 

sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi 

dari Menteri, kepala daerah menetapkan Perda Perubahan 

APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi; 

r) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat 

nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri; dan/atau 

s) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang 

perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur 

tentang penjabaran perubahan APBD dapat memuat 

informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen 

yang dilakukan secara elektronik.  
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b. Ketentuan Pelaksanaan 

1) Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Kepala 

Daerah mengirimkan rancangan Perda provinsi tentang 

perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala 

Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang 

Penjabaran perubahan APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada 

Menteri. 

2) Menteri melakukan evaluasi dengan berkoordinasi dengan 

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan.  

3) Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi 

untuk disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima 

belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang 

perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran 

perubahan APBD diterima. 

4) Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi sesuai, 

maka gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang 

perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang 

penjabaran perubahan APBD menjadi Perkada sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi tidak 

sesuai, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan 

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui 

badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.  

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil 

penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang 

paripurna berikutnya. 

c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil 

penyempurnaan kepada Menteri paling lambat 3 (hari) setelah 

ditetapkan. 

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 

penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan Perda 

tentang perubahan APBD. 

e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 

penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) 
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hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri, kepala daerah 

menetapkan Perda perubahan APBD berdasarkan hasil 

penyempurnaan. 

6) Perda perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor 

registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.  

7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan 

DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi 

tentang perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada 

tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri 

mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan 

dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

2. Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD Dan Rancangan Perkada 

Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 

a. Ketentuan Umum 

Mengacu pada Pasal 181 sampai dengan Pasal 184 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat 

evaluasi Raperda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan 

Raperkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagai berikut:  

1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD 

yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang 

penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak 

tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang 

perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh 

bupati/walikota. 

2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD 

dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD 

disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan 

perubahan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan 

DPRD. 

3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda 

kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan 

Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD ditembuskan ke 

Menteri tanpa disertai lampiran. 
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4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang perubahan APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri 

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

5) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak 

melaksanakan evaluasi Menteri mengambil alih pelaksanaan 

evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

6) Dalam rangka melaksanakan evaluasi, Menteri berkoordinasi 

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang keuangan. 

7) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan 

Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan 

rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD 

dengan: 

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi; 

b) kepentingan umum; 

c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS; 

dan 

d) RPJMD. 

8) Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program 

dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD dengan 

Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang 

digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang 

ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi 

antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS. 

9) Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada provinsi 

tentang penjabaran perubahan APBD dengan kepentingan 

umum dilakukan untuk menghindari hal-hal yang 

bertentangan dengan kepentingan umum meliputi: 

a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; 

b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 

c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; 
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d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat; dan/atau 

e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, 

antar-golongan, dan gender. 

10) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur. 

11) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil 

evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan 

APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan 

APBD kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak 

ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi 

rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD 

dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD. 

12) Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat kepada bupati/walikota paling lambat 15 

(lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda 

kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan 

Perkada tentang penjabaran perubahan APBD diterima. 

13) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang 

penjabaran perubahan APBD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 

umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, 

dan RPJMD, bupati/walikota menetapkan rancangan tersebut 

menjadi Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

14) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang 

penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 

umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, 

dan RPJMD, bupati/walikota bersama DPRD melakukan 

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi 

diterima. 

15) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh 

bupati/walilkota dan DPRD dan bupati/walilkota menetapkan 
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rancangan Perda kabupaten/kota tentang Perubahan APBD 

menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran 

Perubahan APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan 

kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada 

menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan 

Dana Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

16) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah 

melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. 

17) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan 

DPRD. 

18) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda 

tentang perubahan APBD. 

19) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna 

berikutnya. 

20) Keputusan pimpinan DPRD kepada gubernur untuk 

perubahan APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari 

setelah keputusan tersebut ditetapkan. 

21) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara 

dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas 

sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani 

keputusan pimpinan DPRD. 

22) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai 

dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari 

gubernur, kepala daerah menetapkan Perda Perubahan APBD 

berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi. 

23) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor 

registrasi dari Gubernur.  

24) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan 

bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD dapat 

memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian 

dokumen yang dilakukan secara elektronik.  

b. Ketentuan Pelaksanaan 

1) Paling lambat 3 (hari) seteleh persetujuan bersama, Kepala 

Daerah mengirimkan rancangan Perda kabupaten/kota 
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tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala 

Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang 

Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat  

2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi, 

berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri 

berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan.  

3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan surat 

keputusan mengenai hasil rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran 

APBD. 

4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil 

evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan 

Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya 

keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan. 

5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan 

keputusan mengenai hasil evaluasi kepada bupati/walikota 

paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan 

Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada 

tentang Penjabaran APBD diterima. 

6) Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka bupati/walikota 

menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD 

menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran 

APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

7) Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, bupati/walikota 

bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 

(tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

a) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD 

melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil 

evaluasi.  
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b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai 

hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada 

sidang paripurna berikutnya. 

c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai 

hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah 

ditetapkan. 

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 

penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan 

Perda tentang APBD. 

e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 

penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) 

hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Kepala 

Daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil 

penyempurnaan. 

f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor 

registrasi dari Gubernur.  

8) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh 

bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan 

rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan 

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi 

Perkada, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya 

Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan 

penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VII 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

 

A. Akuntansi Pemerintah Daerah 
 

1. Ketentuan Umum 

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem 

yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi 

arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan 
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akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan 

akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi.  

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, 

dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik 

spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka 

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, 

antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut 

disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala 

Daerah.  

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, 

peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak 

analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan 

organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam 

Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 

185 sampai dengan Pasal 188, akuntansi pemerintah daerah diatur 

sebagai berikut: 

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan: 

1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

2) SAPD 

3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi 

dan entitas pelaporan. 

c. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan 

akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. 

1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan 

atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai 

panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. 

2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, 

pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau 

peristiwa sesuai dengan SAP atas:  

a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam 
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SAP 

b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam 

SAP 

d. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam 

melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke 

dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan 

keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem 

akuntansi SKPD. 

e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi: 

1) Laporan Realisasi Anggaran 

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

3) Neraca 

4) Laporan Operasional 

5) Laporan Arus Kas 

6) Laporan Perubahan Ekuitas 

7) Catatan atas Laporan Keuangan 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur 

beberapa ketentuan sebagai berikut: 

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi 

dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan 

SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota. 

b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran 

data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik. 

c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik 

spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai 

panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas 

akuntansi sampai dengan entitas pelaporan. 

d. SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian 

prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan 

pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, 

belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian 

dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi 

berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 
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e. SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian 

prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja 

konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 

berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, 

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan 

Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

f. Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah 

daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang menggunakan 

pendekatan pemisahan kelompok dana menurut tujuan 

penggunaannya. Pemisahan kelompok dana tersebut membagi dana 

menjadi dana umum dan dana menurut tujuan tertentu. Penerapan 

akuntansi dana dilaksanakan secara bertahap yang diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

g. Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi pemerintah 

daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan 

struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam 

pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku 

besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan 

keuangan. 

h. Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan  

1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa 

peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan 

kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. 

Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, khususnya: 

a) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan 

b) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 

c) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas 

d) PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan 

e) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian 

f) PSAP 12 tentang Laporan Operasional 

g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan.  
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2) Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, Tim Penyusun 

melakukan pemahaman dan analisa untuk proses penyesuaian 

dan harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan 

keuangan di pemerintah daerah.  

3) Tim Penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian dan 

harmonisasi tersebut ke dalam pernyataan-pernyataan pada 

kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. 

b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun  

1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa 

peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan 

kebijakan akuntansi akun. Sebagai rujukan utama adalah 

Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:  

a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan 

b) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi 

c) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap 

d) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

e) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban 

f) PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi 

yang Tidak Dilanjutkan 

g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun 

2) Tim Penyusun bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan 

penelaahan atas rujukan atau referensi di atas untuk:  

a) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan 

metode yang khusus atas pengakuan atau pengukurannya.  

b) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan 

yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan 

pengukurannya.  

c) Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP 

namun dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah 

daerah 

3) Dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP, perlu 

memperhatikan:   

a) PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah 

terkait.  

b) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran 
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atas aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-

LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan 

yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar 

Akuntansi Pemerintahan dan PSAP.  

4) Tim Penyusun mencantumkan hasil pemilihan metode, 

pengaturan lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang belum 

diatur tersebut ke dalam dokumen kebijakan akuntansi.  

c. Penyusunan SAPD 

1) Tim Penyusun SAPD melakukan pemahaman atas proses bisnis 

pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan 

keuangan daerah.  

2) Berdasarkan siklus tersebut, Tim Penyusun SAPD 

mengidentifikasi prosedur-prosedur akuntansi apa saja yang 

harus dibuat. 

3) Tim Penyusun SAPD menentukan pihak-pihak terkait pada 

masing-masing prosedur akuntansi. Masing-masing pihak 

memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan 

output yang diinginkan 

4) Tim Penyusun SAPD menentukan data atau dokumen yang 

mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data atau dokumen 

tersebut akan menjadi sumber pencatatan jurnal. 

5) Tim Penyusun SAPD menentukan jurnal standar pada tiap 

prosedur berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi terkait. 

6) Tim Penyusun SAPD menyusun langkah teknis. Langkah teknis 

merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang 

menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, 

data atau dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana 

pihak-pihak tersebut memperlakukan data-data terkait. Selain 

itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk 

penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi 

yang membutuhkan pencatatan. 

7) Penyusunan SAPD ini memperhatikan bahwa Proses Akuntansi 

Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, dan 

penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

d. Pelaksanaan SAPD di Entitas Akuntansi 

Bagian 1 – Pencatatan Transaksi 

1) PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data 



- 384 - 

 

anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD, 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan DPA-

SKPD. 

2) PPK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan 

pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses 

pelaksanaan pendapatan.  

3) PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan 

data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.  

4) PPK-SKPD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data 

yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan.  

5) PPK-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas 

berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mempengaruhi aset, 

hutang, dan ekuitas terkait.  

Bagian 2 – Klasifikasi transaksi 

1) PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang 

sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD 

memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan 

klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

2) PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan 

klasifikasi yang dilakukan. 

Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan 

integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan 

keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku 

Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.  

e. Pelaksanaan SAPD di Entitas Pelaporan 

1) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi jurnal 

penyesuaian yang dibutuhkan, seperti jurnal eliminasi dan/atau 

jurnal penyesuaian lainnya yang dibutuhkan. 

2) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas kerja 

kerja konsolidasi sebagai proses awal penyusunan Laporan 

Keuangan Konsolidasi. 

 

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen akuntansi pemerintah daerah antara lain sebagai 

berikut: 
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a. Buku Jurnal 

 

 

b. Buku Besar 
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c. Kertas Kerja Konsolidasi 

 

B. PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

1. Ketentuan Umum 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 

189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah 

diatur sebagai berikut: 

a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah 

oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan 

keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. 

b. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD 

selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: 

1) laporan realisasi anggaran; 

2) neraca; 

3) laporan operasional; 

4) laporan perubahan ekuitas; dan 

5) catatan atas laporan keuangan. 

c. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui 

PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh 

kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk 

disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi 
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

e. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi: 

1) Laporan Realisasi Anggaran 

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

3) Neraca 

4) Laporan Operasional 

5) Laporan Arus Kas 

6) Laporan Perubahan Ekuitas 

7) Catatan atas Laporan Keuangan. 

f. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala 

Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

g. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. 

h. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. 

i. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima 

laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. 

j. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan 

laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah 

menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan 

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

diajukan kepada DPRD. 

k. Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian 

terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas 

laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

l. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi 

keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala 

Daerah melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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m. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi 

keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur 

beberapa ketentuan sebagai berikut: 

a. Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD 

dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang 

menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung 

jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian 

intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

b. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian 

dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan. 

c. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan 

pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah 

diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang 

memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa 

Laporan Realisasi Anggaran. 

e. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran berupa 

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas, dan Neraca. 

f. Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, 

aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan 

secara elektronik.  

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi 

1) Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau 

berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, PPK-SKPD 

menyusun: 

a) Neraca Saldo  
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b) Jurnal penyesuaian akhir periode 

c) Neraca Saldo setelah penyesuaian 

d) Jurnal penutupan 

PPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri atas 

kolom-kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal penyesuaian 

akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup 

dan laporan keuangan terkait.  

2) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD 

menyusun: 

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

b) Laporan Operasional (LO)  

c) Neraca  

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).  

3) Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat, PPK-

SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

4) PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun 

kepada Pengguna Anggaran. 

5) Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD 

yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi 

tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi 

pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

6) Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD 

beserta Surat Pernyataan kepada Kepala Daerah. Pada saat 

yang bersamaan, Laporan Keuangan SKPD diserahkan kepada 

PPKD untuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. 

b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   

Bagian 1 – Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi 

1) Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut 

Fungsi Akuntansi) menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan 

lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk 

menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD.  

2) Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD 

dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi.  
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3) Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi 

berupa jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris 

yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Jurnal eliminasi tersebut 

merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak 

mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi.  

4) Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah 

(konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo 

SKPKD serta jurnal eliminasi.  

Bagian 2 – Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi 

1) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi 

Akuntansi menyusun: 

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi 

b) Laporan Operasional (LO) Konsolidasi 

c) Neraca Konsolidasi 

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

e) Laporan Perubahan SAL 

f) Laporan Arus Kas 

2) Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan 

sesuai dengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan 

Akuntansi dan/atau Standar Akuntansi Pemerintah.  

3) PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

yang telah disusun kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 

Daerah. 

4) Kepala Daerah membuat Surat Pernyataan Kepala Daerah yang 

menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung 

jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi 

pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

5) Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.  

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen pelaporan keuangan pemerintah daerah 

antara lain sebagai berikut: 

a. Neraca Saldo  
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b. Laporan Keuangan SKPD di Provinsi 
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c. Laporan Keuangan SKPKD di Provinsi 
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d. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 
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e. Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten/Kota 
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f. Laporan Keuangan SKPKD di Kabupaten/Kota 
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g. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 
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BAB VIII 

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
 

A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 

1. Ketentuan Umum 

Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan 

pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD sebagai berikut: 

a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan 

dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD 

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

b. Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi 

Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD. Pedoman penyusunan 

Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD akan 

diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri. 

c. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas Kepala 

Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. 

d. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling 

lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

e. Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan 

rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

f. Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan 

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama 

dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun 

dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  

g. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari 

Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.  
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h. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya 

disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak 

mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap 

rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan Peraturan Daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  

1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta 

penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 

6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  

2) Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan 

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD. 

3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam 

persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan 

pimpinan DPRD. 

4) Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

berdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

b. Penyusunan dan Penetapan rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD saat tidak tercapai 

persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. 

Untuk memperoleh Pengesahan atas Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Menteri 

bagi daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

bagi daerah kabupaten/kota dilakukan dengan pengaturan sebagai 

berikut: 

1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta 

penjelasan dan dokumen pendukung kepada Menteri (bagi Daerah 

provinsi) atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi 

Daerah kabupaten/kota) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak DPRD 

tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah 

terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  

2) Menteri (bagi Daerah provinsi) atau gubernur sebagai wakil 
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pemerintah pusat (bagi Daerah kabupaten/kota) mengesahkan 

rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

3) Kepala Daerah menetapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah 

menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

 
B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN APBD DAN RAPERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI 

1. Ketentuan Umum 

Mengacu pada Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi RaPeraturan 

Daerah provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan 

RaPeraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut: 

a. Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan 

Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri 

paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 

rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh 

gubernur. 

b. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah 

provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan 

rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian 

dengan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah 

provinsi tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi 

tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang 

penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 

c. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling 

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Peraturan 

Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi 

diterima. 

d. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan 

Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan 

rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan 
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Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah provinsi 

tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang 

penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang 

penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan 

laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur 

menetapkan rancangan Peraturan Daerah provinsi menjadi Peraturan 

Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi 

menjadi Peraturan Kepala Daerah provinsi. 

e. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan 

Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan 

rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan 

Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah provinsi 

tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang 

penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang 

penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan 

laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur 

bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak hasil evaluasi diterima. 

f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, 

dan gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah provinsi 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan 

Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi 

tentang penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD menjadi 

Peraturan Kepala Daerah provinsi, Menteri mengusulkan kepada 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana 

Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

g. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan evaluasi 

ranPeraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD diatur dengan Keputusan Menteri. 

h. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat memuat 

informasi aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang 

dilakukan secara elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan Bersama dengan DPRD, 
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Kepala Daerah mengirimkan rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada Menteri untuk dievaluasi. 

b. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta 

rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  

c. Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi untuk 

disampaikan kepada gubernur. 

d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan 

hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, gubernur menetapkan 

rancangan Peraturan Daerah Provinsi menjadi Peraturan Daerah 

provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi menjadi 

Peraturan Kepala Daerah Provinsi.  

 
C. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN APBD DAN RAPERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 

KABUPATEN/KOTA 

1. Ketentuan Umum 

Mengacu pada Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi RaPeraturan 

Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut: 

a. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama 

DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota 

tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling 

lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota. 

b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi 

terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan 

Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian 

dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan 
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Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala 

Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala 

Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, 

dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan. 

c. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari 

terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah 

kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan 

rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang 

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

d. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 

evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang 

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan 

Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan 

Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah 

kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah 

kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah 

kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah 

menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan, bupati/walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah 

kabupaten/kota menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan 

rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota menjadi 

Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota. 

e. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 

evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan 

Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan 

Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah 

kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah 

kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah 

kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak 

menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan, bupati/walikota bersama DPRD melakukan 

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil 

evaluasi diterima. 

f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota 

dan DPRD dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan 

Daerah kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
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APBD menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan 

Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Kepala 

Daerah kabupaten/kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri, 

selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk 

melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi rancangan Peraturan 

Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan evaluasi 

rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Keputusan 

Menteri. 

h. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat 

memuat informasi aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen 

yang dilakukan secara elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama dengan DPRD, 

bupati/walikota mengirimkan rancangan Peraturan Daerah 

kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur selaku 

wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. 

b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi 

terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD.  

c. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan surat 

keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada 

bupati/walikota. 

d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan 

hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, bupati/walikota 

menetapkan rancagan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi 

Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Kepala 

Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Kepala Daerah 

kabupaten/kota.  
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BAB IX 

KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH 

 

Berdasarkan Pasal 198 dan Pasal 199 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan kekayaan daerah dan utang 

daerah adalah sebagai berikut: 

1. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan 

kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah 

diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.  

2. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, 

diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

4. Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat 

dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara 

penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari 

pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali 

mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan. 

6. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh 

manfaat ekonomi, sosial, danf atau manfaat lainnya. 

7. Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

8. Kepala Daerah dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perLlndang-undangan.  

9. Kepala Daerah dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan 

peraturan perulndang-undangan.  

10. Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah 

dibebankan pada anggaran Belanja Daerah. 

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang 

daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah.  

 

BAB X 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

 

Berdasarkan Pasal 205, 206, 207, 208, 209, dan Pasal 210 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan Badan 

Layanan Umjum Daerah adalah sebagai berikut: 
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1. Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala 

Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang 

dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD. 

3. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan 

fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama 

pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan. 

4. Pelayanan kepada masyarakat meliputi: a. penyediaan barang dan/atau 

jasa layanan umum; b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan 

ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau c. pengelolaan 

wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian 

masyarakat atau layanan umum. 

5. BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.  

6. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola 

untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

7. BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.  

8. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP. 

9. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis 

BLUD ditakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan 

Pemerintahan yang bersangkutan. 

10. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai 

belanja BLUD yang bersangkutan.  

11. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas 

peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan. 

12. Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD 

disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana 

kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah 

Daerah. 

Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengelolaan BLUD. 

 

BAB XI  

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 

 
Berdasarkan Pasal 212 dan Pasal 213 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan penyelesaian kerugian 

daerah adalah sebagai berikut: 
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1. Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar 

hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang 

karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik 

langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian 

dimaksud. 

3. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara mutatis 

mutandis terhadap penggantian kerugian.  

4. Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah. 

 

BAB XII  

INFORMASI KEUANGAN DAERAH 

 

A. PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH 

Berdasarkan Pasal 214 dan 215 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Penyajian Informasi Keuangan 

Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan 

diumumkan kepada masyarakat. 

2. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi 

penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.  

3. Informasi keuangan daerah digunakan untuk: 

a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan 

laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;  

b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan 

Daerah;  

c. membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja 

Keuangan Daerah;  

d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah; 

e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; 

f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan 

g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

4. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan 

wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan. 
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5. Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah 

dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Selanjutnya melaksanakan ketentuan Pasal 222 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Penerapan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap 

disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut 

perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen 

menjadi aliran data dan informasi secara elektronik. Hal ini berimplikasi 

pada hal-hal sebagai berikut: 

a. Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan secara 

elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang andal pada 

setiap pejabat pengelola keuangan sebagai pengguna yang unik. 

b. Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen, dapat 

disampaikan secara elektronik melalui tampilan (user interface) 

dalam sistem yang memadai. 

c. Integrasi antar sistem yang memungkinkan transfer data dan 

informasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.    

3. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus disertai hal-

hal sebagai berikut: 

a. Pengembangan kapasitas berupa kompetensi digital dan budaya 

digital di semua lapisan pengelola keuangan daerah.  

b. Pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai acuan 

penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah, 

pengembangan sistem informasi, audit, pengawasan, dan evaluasi.  

 

B. KONSOLIDASI STATISTIK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

1. Ketentuan Umum 

Berdasarkan Pasal 215 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Konsolidasi Statistik Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 

a. Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan 
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Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Daerah provinsi. 

b. Laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan 

Menteri yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan 

pelaksanaan sebagai berikut: 

a. Pemerintah Daerah melakukan Penyusunan Laporan Statistik 

Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Bagan Akun Standar 

(BAS) Statistik Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas: 

1) Laporan Operasional (Statement of Operations);  

2) Laporan Arus Ekonomi lainnya (Statement of Other Economic 

Flows); 

3) Neraca (Balance Sheet); 

4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas; dan  

5) Indikator Fiskal dalam Kerangka Statistik Keuangan Pemerintah 

Daerah. 

b. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi statistik laporan 

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Daerah 

Provinsi. 

c. Kementerian Dalam Negeri melakukan konsolidasi statistik atas 

laporan konsolidasi statistik Pemerintah Daerah Provinsi. 

 

BAB XIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan 

tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau 

sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. 

Berdasarkan Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 222 

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum pembinaan dan 

pengawasan sebagai berikut: 

1. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara nasional 

dikoordinasikan oleh Menteri. 

2. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan 

oleh:  

a. Menteri bagi Pemerintah Daerah provinsi;  
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b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota; dan  

c. Kepala Daerah bagi perangkat daerah. 

3. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan 

pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.  

4. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 

bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan 

keuangan daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan 

Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah 

daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan koridor 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini juga melihat 

proses pengelolaan keuangan daerah di semua tahapannya dilakukan sesuai 

dengan norma dan kaidah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi 

kinerja dimaksud, sebagai berikut: 

a. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui 

pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi, wawancara 

mendalam, dan/atau penelaahan dokumen.  

b. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara 

menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur dan 

aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah.  

c. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah, termasuk penentuan kriteria dan 

indikatornya, akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri. 

5. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, 

efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan 

sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

Daerah.  

7. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

8. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik 

dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.  

9. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara 

bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah 

Daerah.  
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10. Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling 

sedikit meliputi:  

a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah 

Daerah;  

b. penyusunan rencana kerja SKPD;  

c. penyusunan anggaran;  

d. pengelolaan Pendapatan Daerah;  

e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;  

f. akuntansi dan pelaporan; dan  

g. pengadaan barang dan jasa.  

11. Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan 

daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

12. Penerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib 

mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan 

pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya. 

13. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan 

penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri. 
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